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RASIO KEUANGAN 
(Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah 
Kabupaten Jepara ditinjau dari rasio keuangan. Penelitian ini mengambil lokasi di 
Kabupaten Jepara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara tahun  2013-2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jepara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif 
dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio 
efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.  
Hasil penelitian dengan menggunakan rasio keuangan menunjukkan 
bahwa: (1) rasio kemandirian dari tahun anggaran 2013-2015 rata-rata hanya 
sebesar 14,63% yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola 
hubungan instruktif. (2) rasio efektivitas PAD sudah efektif dengan rata-rata 
120,03%. (3) rasio efisiensi PAD sudah efisien dengan rata-rata 1,16%. (4) pada 
rasio keserasian masih diprioritaskan untuk belanja rutin (operasi) dengan rata-
rata 76,98%, daripada untuk belanja pembangunan (modal) rata-rata 13,46%. (5) 
rasio pertumbuhan menunjukkan trend positif. Dengan demikian, kinerja 
keuangan daerah Kabupaten Jepara berdasarkan analisis  rasio keuangan daerah 
cukup baik. 
Kata kunci:   Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah,  Rasio  Kemaandirian,  Rasio  
            Efektivitas,  Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan 
 
Abstract 
This study aims to analyze the financial performance of Jepara regency in 
terms of financial ratio. This research takes plac e in Jepara Regency. The data 
used in this research is secondary data in the form Budget Realization Report for 
fiscal year of 2013-2015. Data collection techniques used documentation and 
interview techniques conducted in Local Government of  Jepara Regency. In this 
study the method used is descriptive comparative by using several financial ratios, 
namely independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of 
harmony, and growth ratio. 
The results of the research using financial ratios show that: (1) the 
independence ratio of the fiscal year 2013-2015 average only 14,63% which is
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very low by showing an instructive relationship pattern. (2) the local revenue 
effectiveness ratio is already effective with an average 120,03%. (3) the local 
revenue efficiency ratio has already efficient with an average 1,16%. (4)  Based 
on the ratio of harmony put more funds on routine (operation) spending 76,98% 
than development (capital) spending 13,46%. (5) for the growth ratio showed 
positive trend. Thus, the financial performance of Jepara Regency by using 
analysis of regional financial ratio is sufficiently good. 
Key words:  Analysis  of  Regional  Financial  Performance,  Independence Ratio     
         ,Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, The ratio of Harmony, Growth  
         Ratio 
 
 
1.   PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk 
memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi 
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga 
berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut 
harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. 
Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi 
dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu 
untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan 
menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis 
laporan keuangan (Ropa, Mega Oktavia (2016). 
Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan 
suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu 
daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta 
dilaksanakan. Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping 
meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap 
realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas 
otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi 
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pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa 
meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan (Ropa, Mega 
Oktavia (2016). Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil   
yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 
sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Melalui 
analisa ini, Pemda Kabupaten Jepara dapat menilai kemandirian keuangan 
daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur 
efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur 
sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan 
daerahnya, dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan 
pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.  
Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja 
keuangan daerah Kabupaten Jepara adalah melakukan analisis rasio 
kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio 
pertumbuhan. 
1.2  Tinjauan Pustaka 
       1.2.1  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Pengertian APBD menurut UU Nomor 33 tahun 2004, APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  Fungsi APBD menurut 
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 antara lain: Fungsi  otorisasi, fungsi 
perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi  distribusi, dan 
fungsi stabilisasi. 
Struktur APBD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 
terdiri dari tiga bagian yaitu : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 
Pembiayaan Daerah. 
1.2.2   Analisis Kinerja Keuangan Daerah 
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 1.2.2.1   Analisis Laporan Keuangan 
Analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai 
upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan 
laporan keuangan suatu entitas tertentu. Hasil analisis rasio 
keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam 
(Halim dan Kusufi, 2014:L-2–L-3): a.)  Menilai   kemandirian  
keuangan  daerah  dalam  membiayai   penyelenggaraan 
otonomi daerah. b.) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam 
merealisasikan pendapatan daerah. c.)   Mengukur  sejauh  
mana  aktivitas  Pemda  dalam membelanjakan pendapatan 
daerahnya. d.)  Mengukur  kontribusi  masing-masing sumber 
pendapaan dalam pembentukan pendapatan daerah. e.) Melihat  
pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan 
pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.  
1.2.2.2 Pihak-Pihak  Yang  Berkepentingan  Dengan  Rasio     
Keuangan  Pada    APBD 
Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio 
keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut (Halim dan 
Kusufi, 2014:L-4): a.)  DPRD sebagai wakil dari pemilik 
daerah (masyarakat). b.) Pihak eksekutif sebagai landasan 
dalam menyusun APBD berikutnya. c.) Pemerintah 
pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. d.) Masyarakat dan 
kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham 
pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun 
membeli obligasi. 
1.2.2.3   Macam-Macam Rasio Keuangan Sektor Publik 
Macam-macam rasio pada APBD di sini mengacu pada 
buku yang ditulis Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 
Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data 
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keuangan yang bersumber dari APBD menurut Abdul Halim 
dan Muhammad Syam Kusufi adalah sebagai berikut: 
a.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Halim dan Kusufi,  
2014:L-5–L-6)  
       Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal)   
menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri  
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 
sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.   
Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar 
kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah 
yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan 
pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. 
Rasio Kemandirian=
Pendapatan Asli Daerah
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman 
 
b.    Rasio Efektivitas PAD (Halim dan Kusufi, 2014:L–6)  
Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang 
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
berdasarkan potensi riil daerah.  
Rasio Efektivitas PAD =
Realisasi Penerimaan PAD
Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan  
Berdasar Potensi Riil Daerah
 
c.  Rasio Efisiensi PAD (Halim dan Kusufi, 2014:L-6–L-7)                  
Rasio efisiensi PAD merupakan rasio yang   
menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  biaya  
yang  dikeluarkan  untuk memperoleh pendapatan dengan 
realisasi yang diterima. 
Rasio Efisiensi PAD =




d.    Rasio Keserasian (Halim dan Kusufi, 2014:L-8) 
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Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemda 
memprioritaskan Rasio ini menggambarkan bagaimana 
Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin 
(operasi) dan belanja pembangunan (modal) secara optimal. 
Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk 
belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang 
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana 
ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. 









e.    Rasio Pertumbuhan (Halim dan Kusufi, 2014:L-12) 
 Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar 
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari 
periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya 
pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber 
pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk 
mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 
mendapatkan perhatian. 
Rasio Pertumbuhan PAD =
Realisasi PAD Tahun p −  Tahun p--˗1
Realisasi PAD Tahun p--˗1
 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan =
Realisasi Total Pendapatan  Tahun p −  Tahun p--˗1
Realisasi Total Pendapatan Tahun p--˗1
 
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi =
Realisasi Belanja Operasi Tahun p −  Tahun p--˗1
Realisasi Belanja Operasi   Tahun p--˗1
 
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal =
Realisasi Belanja Modal Tahun p −  Tahun p--˗1 
Realisasi Belanja Modal  Tahun p--˗1 
 
  Keterangan:  
  p     = Tahun yang dihitung. 




2.    METODE PENELITIAN 
2.1   Jenis Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif  Komparatif, karena penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, memaparkan, serta 
melaporkan suatu keadaan, obyek atau suatu peristiwa, dan 
membandingkannya dari tahun ke tahun. Dalam hal ini untuk 
mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan Pemda Kabupaten 
Jepara apabila ditinjau melalui analisis rasio keuangan. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. 
2.2  Data dan Sumber Data                                                                                
Data   yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  
sekunder. Data tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2013-
2015. Data diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jepara.  
2.3  Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Data 
yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio 
keuangan. 
3.    HASIL PENELITIAN 
3.1   Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
 Hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:  
     Rasio Kemandirian =
Pendapatan Asli daerah
Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman 
 
       Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 












2013 133.778.055.195 1.252.913.705.867 10,68% Instruktif 
2014 231.673.059.919 1.367.805.947.673 16,94% Instruktif 
2015 270.251.582.727 1.660.707.113.191 16,27% Instruktif 
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Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada 
tahun 2013 rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 10,68%, 
hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten Jepara dalam 
membiayai kegiatan pemerintahannya termasuk dalam golongan 
instruktif. Tahun 2014 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami 
kenaikan yang cukup signifikan sebesar 16,94%, tetapi kemampuan 
dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih dalam golongan 
instruktif. Pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan daerah turun 
menjadi 16,27%, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam 
membiayai kegiatan pemerintahannya masih termasuk dalam golongan 
instruktif. 
3.2   Rasio Efektivitas PAD 
 Hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:  
Rasio Efekivitas PAD =
Realisasi Penerimaan PAD
Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasar 
Potensi Riil Daerah
 
      Rasio Efektivitas PAD 







PAD yang Ditetapkan 






2013 133.778.055.195 118.924.090.000 112,49% Efektif 
2014 231.673.059.919 187.999.722.000 123,23% Efektif 
2015 270.251.582.727 217.291.915.000 124,37% Efektif 
 
Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada 
tahun 2013 target penerimaan PAD Pemda Kabupaten Jepara sebesar 
Rp118.924.090.000 dan realisasi penerimaan PAD sebesar 
Rp133.778.055.195 sehingga rasio efektivitas PAD sebesar 112,49% dan 
dapat dikatakan efektif. Tahun 2014 target penerimaan PAD Pemda 
Kabupaten Jepara sebesar Rp187.999.722.000 dan realisasi penerimaan 
PAD sebesar Rp231.673.059.919 sehingga rasio efektivitas PAD 
mengalami peningkatan sebesar 123,23%, naik 10,74% dari tahun 2013 
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dan dapat dikatakan efektif. Dan pada tahun 2015 target penerimaan 
PAD Pemda Kabupaten Jepara sebesar Rp217.291.915.000 dan realisasi 
penerimaan PAD sebesar Rp270.251.582.727 sehingga rasio efektivitas 
PAD mengalami peningkatan sebesar 124,37%, naik 1,14% dari tahun 
2014 dan dapat dikatakan efektif.  
3.3   Rasio Efisiensi PAD 
 Hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:  
Rasio Efisiensi PAD =
 Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD
Realisasi Penerimaan PAD
 
     Rasio Efisiensi PAD 













2013 2.501.523.080  133.778.055.195 1,87% Efisien 
2014 1.843.859.688  231.673.059.919 0,80% Efisien 
2015 2.180.033.250  270.251.582.727 0,81% Efisien 
 
Hasil perhitungan rasio efisiensi Pemda Kabupaten Jepara tahun 
2013 biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar 
Rp2.501.523.080 dan PAD yang berhasil diperoleh sebesar 
Rp133.778.055.195. Dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 
1,87%. Secara umum rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100%, 
yang artinya Pemda Kabupaten Jepara dalam mengelola PAD sudah 
efisien. Pada tahun 2014 PAD yang diperoleh sebesar 
Rp231.673.059.919 dan biaya yang digunakan untuk memungutan PAD 
Rp1.843.859.688. Dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 
0,80%. Pada tahun 2015 PAD yang diperoleh sebesar 
Rp270.251.582.727 dan biaya yang digunakan untuk memungut PAD 
mengalami kenaikan sebesar Rp2.180.033.250, sehingga diperoleh rasio 
efisiensi 0,81%, peningkatan tersebut menggambarkan menurunnya 
kinerja Pemda Kabupaten Jepara jika dibandingkan dengan tahun 2014 
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tetapi rasio efisiensi masih menunjukkan angka di bawah 100%, yang 
artinya Pemda Kabupaten Jepara dalam mengelola PAD sudah efisien.                                          
3.4   Rasio Keserasian 
Hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:  




 Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =
Total Belanja Pembangunan 
Total APBD
 
     Rasio Keserasian 
     Pemda Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015 
Tahun 
 
Total Belanja Rutin 
(Operasi) 
(Rp) 
















terhadap Total  
APBD 
2013 1.143.222.114.118 158.798.848.275 1.386.691.761.062 82,44% 11,45% 
2014 1.266.426.306.493 188.924.407.454 1.599.479.007.592 79,18% 11,81% 
2015 1.338.327.866.201 330.419.498.662 1.930.958.695.918 69,31% 17,11% 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio keserasian 
pada belanja operasi mengalami penurunan dari 82,44% pada tahun 2013 
menjadi 79,18% pada tahun 2014, dan mengalami penurunan kembali 
pada tahun 2015 menjadi 69,31%. Sedangkan rasio keserasian pada 
belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil, yaitu 11,45% pada 
tahun 2013, 11,81% pada tahun 2014, dan 17,11% pada tahun 2015.  
3.5   Rasio Pertumbuhan 
 Hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:  
Rasio Pertumbuhan PAD =
Realisasi PAD Tahun p −  Tahun p--˗1
Realisasi PAD Tahun p--˗1
 
 Rasio Pertumbuhan Pendapatan =
Realisasi Total Pendapatan  Tahun p −  Tahun p--˗1
Realisasi Total Pendapatan Tahun p--˗1
   
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi =
Realisasi Belanja Operasi Tahun p −  Tahun p--˗1
Realisasi Belanja Operasi   Tahun p--˗1
 
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal =
Realisasi Belanja Modal Tahun p −  Tahun p--˗1 




       Rasio Pertumbuhan  




Rasio Pertumbuhan PAD - 73,18% 16,65% 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan - 15,34% 20,72% 
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi - 10,78% 5,68% 
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal - 18,97% 74,90% 
 
1.   Rasio Pertumbuhan PAD 
Pada tahun 2013 realisasi penerimaan PAD sebesar 
Rp133.778.055.195 mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 
Rp231.673.059.919 sehingga diperoleh rasio pertumbuhan PAD tahun 
2014 sebesar 73,18%. Tahun 2015 realisasi penerimaan PAD juga 
mengalami kenaikan menjadi Rp270.251.582.727, tetapi rasio 
pertumbuhan PAD hanya 16,65%. 
2.   Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Pada tahun 2013 realisasi pendapatan sebesar 
Rp1.386.691.761.062 mengalami kenaikan ditahun 2014 menjadi 
Rp1.599.479.007.592, sehingga diperoleh rasio pertumbuhan 
pendapatan tahun 2014 sebesar 15,34%. Tahun 2015 realisasi 
pendapatan juga mengalami kenaikan menjadi  Rp  1.930.958.695.918  
sehingga diperoleh rasio pertumbuhan pendapatn sebesar 20,72%.  
3.   Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi 
Realisasi belanja operasi tahun 2013 sebesar 
Rp1.143.222.114.118 mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 
Rp1.266.426.306.493, sehingga diperoleh rasio pertumbuhan belanja  
operasi tahun 2014 sebesar 10,78%. Realisasi belanja operasi tahun 
2015 mengalami kenaikan menjadi Rp1.338.327.866.201, sehingga 
diperoleh rasio pertumbuhan belanja operasi tahun 2015 sebesar 
5,68%. 
4.   Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 
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Realisasi belanja modal tahun 2013 sebesar 
Rp158.798.848.275 mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 
Rp188.924.407.454 sehingga diperoleh rasio pertumbuhan belanja 
modal tahun 2014 sebesar 18,97%. Realisasi belanja modal 
mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2015 menjadi 
Rp330.419.498.662, sehingga diperoleh rasio pertumbuhan belanja 
modal tahun 2015 sebesar 74,90%.  
4.   PENUTUP 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan pada APBD 
Pemda Kabupaten Jepara selama tahun anggaran 2013 sampai 2015, maka 
dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Rasio kemandirian rata-rata 
sebesar 14,63%, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam 
mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih 
rendah.sekali; Rasio efektivitas PAD yang menunjukkan rata-rata sebesar 
120,03% merupakan tingkat efektivitas yang efektif; Rasio efisiensi PAD 
menunjukkan tingkat efisiensi yang efisien dengan tingkat efisiensi di bawah 
100% yang rata-ratanya sebesar 1,16%; Rasio keserasian belanja operasi rata-
rata sebesar 76,98%, sedangkan rasio keserasian belanja modal rata-ratanya 
sebesar 13,46%; Rasio pertumbuhan Pemda Kabupaten Jepara cenderung 
menunjukkan pertumbuhan yang positif. 
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Periode 
penelitian  yang  pendek, yaitu  selama  tiga  tahun  anggaran  berjalan      dari 
tahun 2013-2015, penelitian  ini  hanya menganalisis APBD tahun anggaran 
2013-2015 Pemda Kabupaten Jepara, perhitungan penelitian ini 
menggunakan lima model analisis rasio keuangan, sehingga hasil analisis 
yang didapat kurang lengkap dan kurang menyeluruh.  
Berdasarkan simpulan yang dipaparkan di atas, dapat diberikan saran-
saran sebagai berikut: Bagi Pemda Kabupaten Jepara, Pemda Kabupaten 
Jepara harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan PAD; Bagi peniliti 
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selanjutnya diharapkan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih 
banyak, menambah lagi jangka waktu penelitian, dan memperluas lingkup 
wilayah penelitian. 
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